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 LEMBAR EKSEKUTIF 
 
 
Miftah Salsabila. 8105163371. Laporan Praktik Kerja lapangan (PKL) pada 
Subbagian Mutasi Pegawai Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata Republik 
Indonesia. Konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2019. 
 
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun berdasarkan pengalaman 
melakukan Praktik Kerja Lapangan  pada subbagian mutasi pegawai selama satu bulan 
terhitung pada 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 di Kementerian 
Pariwisata Republik Imdonesia di Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Kec. Gambir, 
Kota Jakarta Pusat. Tujuan utama dari Praktik Kerja Lapangan ini adalah untuk 
meningkatkan wawasan, pengetahuan, kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam 
menghadapi dunia kerja.  
 
Pelaksanaan kerja yang dilakukan saat Praktik Kerja Lapangan  adalah 
membantu kegiatan operasional administrasi khususnya pembuatan surat dan 
pengarsipan surat yang dilakukan di Subbagian Mutasi Pegawai Kementerian 
Pariwisata RI.  
 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, terdapat beberapa kendala yang 
dialami diantaranya fasilitas kerja yang kurang memadai di Gedung Arsip dan sulitnya 
penemuan kembali arsip karena sistem penyimpanan arsip yang kurang baik. Cara 
mengatasi kendala yang dihadapi adalah dengan membawa peralatan yang dibutuhkan 
sendiri dan dengan memperbaiki sistem penyimpanan arsip. 
 
Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan ini, praktikan dapat mengambil 
kesimpulan bahwasanya proses pembelajaran nyata dan dapat memenuhi wawasan 
praktikan guna menghadapi dunia kerja yang nyata di masa yang akan datang. 
Sehingga Praktikan dapat mengetahui dan memahami gambaran pekerjaan 
sesungguhnya pada dunia kerja. Serta dapat meningkatkan disiplim kerja dan tanggung 




















Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan 
karunia-NYA. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi 
Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita ke zaman yang terang ini, 
sehingga praktikan dapat menyelesaikan Laporan Praktikan Kerja Lapangan 
tepat pada waktunya. Laporan ini Praktikan buat berdasarkan hasil dari PKL 
pada Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang beralamat di Jalan 
Medan Merdeka Barat No.17, RT.2/RW.3, Gambir, Kec. Gambir, Kota Jakarta 
Pusat.  
Dalam menyelesaikan laporan PKL ini, Praktikan mendapatkan banyak 
bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Praktikan 
mengucapkan terimakasih kepada :  
1. Susan Febriantina S.Pd, M.Pd selaku Dosen Pembimbing PKL, yang 
bersedia membimbing praktikan dalam menyelesaikan laporan PKL. 
2. Dr. Osly Usman M.Bus, M.Gt selaku koordinator Program Studi Pendidkan 
Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta. 
3. Suparno S.Pd, M.Pd selaku koordinator Program Studi Pendidkan 
Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
4. Prof. Dr. Dedi Purwana E. S., M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 




5. Ibu Siamwahyuni selaku Kepala Bagian Kepegawaian yang bersedia 
menerima praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Subbagian 
Mutasi Pegawai. 
6. Bapak Cuk Budiharjo selaku Kepala Subbagian Mutasi Pergawai yang 
telah bersedia menjadi pembimbing selama Praktik Kerja Lapangan di 
Subbagian Mutasi Pegawai. 
7. Seluruh pegawai Bagian Kepegawaian, Biro Umum, Kepegawaian, 
Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. 
8. Orang tua yang telah memberikan doa dan bantuan baik secara moril 
maupun materil. 
9. Seluruh teman-teman di Fakultas Ekonomi, Khususnya Konsentrasi 
Pendidikan Administrasi Perkantoran B angkatan 2016 yang telah 
memberikan dukungan, bantuan, dan semangat. 
Praktikan menyadari dalam penulisa laporan ini banyak terdapat 
kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu praktikan mohon maaf atas 
kesalahan penulis. Praktikan juga mengharapkan saran dan kritik yang 
membangun agar menjadi lebih baik lagi. Semoga laporan ini dapat bermanfaat 
bagi para pembaca. 
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A. Latar Belakang 
Dewasa ini kita dapat melihat bahwa terjadi kemajuan yang besar dalam bidang 
ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga sumber daya manusia dituntut untuk 
semakin terampil dalam bidang keahlian yang dimilikinya. Kemajuan itulah yang 
menjadikan persaingan dalam dunia kerja menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, 
mahasiswa sebagai aset sumber daya manusia di dunia kerja harus mampu 
mengembangkan kemampuan dan menyesuaikan diri dengan kemajuan-kemajuan 
yang terjadi. 
Pendidikan menjadi salah satu bidang yang dapat membantu untuk menjawab 
tantangan yang muncul pada zaman ini. Perguruan tinggi yang merupakan jenjang 
teratas dalam pendidikan formal harus memberikan pembekalan bagi 
mahasiswanya agar dapat terus tumbuh dan berkembang guna menghadapi dunia 
kerja yang semakin ketat ini. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus mampu 
memberikan suatu hal yang penting agar dapat digunakan dalam dunia kerja, baik 
kompetensi akademik maupun kompetensi non akademik. 
Oleh karena itu, sangat diperlukan pembekalan untuk mahasiswa agar 
mengetahui secara langsung dengan dunia kerja. Lalu, dengan kegiatan Praktik 





Selain itu, perguruan tinggi juga harus mampu mencetak lulusan-lulusannya 
menjadi sumber daya yang kompeten dalam bidangnya masing-masing. Hal 
tersebut, harus masuk ke dalam pencapaian perguruan tinggi,  agar nantinya lulusan 
– lulusan tersebut dapat menjadi sumber daya manusia yang profesional dan 
produktif serta mampu memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan  hidupnya. 
Karena tak jarang, pada saat ini masih banyak karyawan atau pegawai yang tidak 
bekerja sesuai latar belakang dan kemampuan yang mereka miliki. 
Universitas Negeri Jakarta merupakan salah satu lembaga peguruan tinggi atau 
yang lebih dikenal dengan Lembaga Pencetak Tenaga Kependidikan (LPTK) yang 
berlokasi di Jakarta Timur, saat ini tidak hanya mempersiapkan mahasiswanya 
menjadi calon tenaga pendidik yang profesional saja, namun juga melatih 
mahasiswanya untuk menjalankan karir dibidang non  kependidikan, seperti 
dikantor, bank atau lainnya yang sesuai dengan minat dan potensi yang mahasiswa  
miliki.    
Oleh sebab itu, Universitas Negeri Jakarta khusnya Fakultas Ekonomi memiliki 
program mata kuliah yang diperuntukan untuk mahasiswa agar dapat melatih diri 
untuk bekerja di dunia nyata dalam bidang non kependidikan yang dinamakan 
Praktik Kerja Lapangan. Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu cara yang 
efektif untuk menggabungkan antara teori dalam perkuliahan dan mahasiswa dapat 
mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan dengan 





Praktik Kerja Lapangan merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh 
Praktikan yang sedang menempuh perkuliahan sebagai mahasiswa S1 Program 
Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, selain 
itu tujuan dari adanya Praktik Kerja Lapangan juga diharapkan mahasiswa dapat 
lebih mengenal, mengetahui dan memiliki pengalaman bagaimana dunia kerja yang 
sesungguhnya. Mahasiswa juga diharapkan memiliki pandangan apakah akan 
melanjutkan kerja dibidang kependidikan atau non kependidikan.    
Praktikan melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Biro Umum, 
Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Subbagian Mutasi Pegawai. Praktikan 
melakukan praktik selama satu bulan, yang dilakukan pada hari kerja yaitu senin 
sampai dengan jumat. Alasan praktikan memilih melakukan Praktik Kerja 
Lapangan di Subbagian Mutasi Pegawai adalah karena ingin menambah wawasan 
dan menambah ilmu dalam bidang administrasi ataupun kesekretarisan yang ada 
pada subbagian tersebut. 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan  
Praktik Kerja Lapangan diwajibkan bagi seluruh mahasiswa sebagai upaya agar 
mahasiswa mampu beradaptasi dengan dunia kerja yang akan dihadapi. Selain itu, 
agar mahasiswa dapat mengamati secara langusng kenyataan yang ada pada dunia 
kerja sebagai maksud untuk mengasah kemampuan dan keterampilan yang 
dimilikinya dalam terjun ke dunia kerja kelak. 






1. Untuk memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa sebelum memasuki 
dunia kerja. 
2. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengaplikasian ilmu 
yang diperoleh di bangku perkuliahan terhadap dunia kerja. 
3. Untuk memperoleh pengetahuan dan menambah wawasan mengenai 
administrasi perkantoran di Kementerian Pariwisata RI 
4. Untuk meningkatkan keterampilan kerja dan kemampuan kerja mengenai 
administrasi perkantoran di Kementerian Pariwisata RI 
Sedangkan tujuan dari Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:  
1. Meningkatkan kemampuan penalaran dalam memahami, membahas dan 
menyelesaikan permasalahan yang di hadapi dalam dunia kerja. 
2. Mengetahui secara langsung kegiatan-kegiatan perusahaan yang 
berhubungan dengan administrasi. 
3. Menerapkan teorti serta bidang-bidang ilmu yang sudah didapat 
sebelumnya dalam perkuliahan. 
4. Memperoleh pengalaman dalam melakukan kegiatan kesekretarisan dalam 
dinia kerja. 
5. Membangun suatu hubungan yang baik antara instansi tempat Praktik 
Kerja Lapangan dengan Universitas Negeri Jakarta . 
6. Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Studi Pendidikan 
Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas 





C. Manfaat Praktik Kerja Lapangan  
Praktik Kerja Lapangan memberikan sisi kegunaan bagi pihak-pihak yang 
terkait dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, dilihat dari sisi praktikan, 
Fakultas Ekonomi dan instansi tempat Praktikan melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan. Adapun kegunaannya sebagai berikut: 
1. Kegunaan Bagi Praktikan 
a. Melatih keterampilan sesuai dengan pengetahuan yang telah diperoleh di 
perkuliahan. 
b. Memahami dinamika dan kondisi nyata dunia kerja serta unit-unit kerja 
di instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta. 
c. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang administrasi. 
d. Memperisapkan diri untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. 
e. Melatih diri untuk disiplin serta bertanggung jawab terhadap suatu 
pekerjaan yang dibebankan. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi  
a. Menjalin hubungan dan kerjasama yang baik antara Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta dengan Kementerian Pariwisata RI dalam 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan pada waktu yang akan datang. 
b. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta mendapat standarisasi 





c. Menambah citra positif Fakultas ekonomi Universitas Negeri Jakarta di 
lingkungan kerja Kementerian Pariwisata RI apabila kinerja mahasiswa 
dianggap baik selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan  
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada sebuah instasi 
pemerintah, yaitu Kementerian Pariwisata RI. Berikut ini merupakan data tentang 
Kementerian Pariwisata RI: 
Nama Instansi  : Kementerian Pariwisata RI 
Alamat   : Gedung Sapta Pesona, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17, 
Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110 
Website   : www.kemenpar.go.id 
Bagian   : Kepegawaian 
Sub Bagian  : Mutasi Pegawai 
Alasan praktikan memilih Kementerian Pariwisata RI sebagai tempat 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah: 
1. Karena praktikan ingin mengetahui lebih banyak mengenai pengelolaan 
sumber daya wisata yang ada di Indonesia. 
2. Terdapat bidang kerja yang sesuai dengan Program Studi Pendidikan 
Administrasi Perkantoran, sehingga praktikan dapat mengaplikasikan 







E. Jadwal Waktu Praktek Kerja Lapangan  
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama 23 hari kerja, 
terhitung dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 2018 pada Bagian Kepegawaian, 
Sub Bagian Mutasi Pegawai. 
Adapunn jadwal Praktik Kerja Lapangan dibagi dalam empat tahap, sebagai 
berikut: 
1. Tahap Observasi Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Pada tahap ini, praktikan mencari informasi tentang kantor yang dapat 
menerima mahasiswa Praktik Kerja Lapangan dari kakak kelas, teman, dan 
saudara. Lalu, praktikan juga melakukan observasi langsung ke instansi yang 
akan dijadikan tempat Praktik Kerja Lapangan, observasi ini dimulai dari bulan 
Mei 2018. Praktikan memastikan apakah instansi tersebut menerima 
mahasiswa Praktik Kerja Lapangan dan menanyakan syarat – syarat 
administrasi yang dibutuhkan untuk melamar sebagai mahasiswa Praktik Kerja 
Lapangan. Praktikan juga memastikan bahwa alamat instansi tersebut benar 
yang nantinya akan dimuat dalam surat permohonan Praktik Kerja Lapangan 
dari biro akademik Universitas. 
2. Tahap Persiapan Praktik Kerja Lapangan  
Pada tahapan ini, praktikan mempersiapkan syarat-syarat yang 
dibutuhkan untuk mengajukan permohonan Praktik Kerja Lapangan di instansi 





Permohonan Praktik Kerja Lapangan dari Universitas Negeri Jakarta serta 
proposal untuk pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. 
 Untuk mendapatan surat permohonan izin tersebut, praktikan terlebih 
dahulu membuat surat pengantar permohonan izin Praktik Kerja Lapangan dari 
Fakultas Ekonomi yang selanjutnya diserahkan ke BAAK UNJ, proses 
pembuatan tersebut memakan waktu tiga hari. 
Pada bulan Juni 2018 Praktikan memberikan surat permohonan izin 
Praktik Kerja Lapangan tersebut ke bagian kepegawaian Kementerian 
Pariwisata RI. Praktikan diminta untuk menunggu kabar mengenai 
ketersediaan bagian penempatan untuk mahasiswa magang yang diinfokan 
melalui e-mail. Kemudian pada pertengahan Juli 2018 sudah ada kepastian 
tentang waktu dan tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Kementerian 
Pariwisata RI yaitu dimulai pada tanggal 1 Agustus 2018 di Bagian 
Kepegawaian, Subbagian Mutasi Pegawai, Kementerian Pariwisata RI. 




Sumber: Data diolah oleh praktikan, 2019 
3. Tahap Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan  
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan terhitung pada tanggal 1 





dalam sepekan. Adapun ketentuan jam kerja operasional Praktik Kerja 
Lapangan di Kementerian Pariwisata adalah sebagai berikut: 
Tabel 1.2 Jadwal Kerja Praktik Kerja Lapangan 
Hari Kerja Jam Kerja Jam Istirahat 
Senins s.d Kamis 08.00 s.d 16.00 12.00 s.d 13.00 
Jumat 08.00 s.d 17.00 11.30 s.d 13.3o 
Sumber: Diolah Oleh Praktikan 
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini praktikan melakukan 
beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi perkantoran pada 
bidang kerja yang akan dijelaskan pada bab tiga.  
4. Tahap Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan  
Penulisan laporan PKL praktikan lakukan setelah melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan. Data-data untuk menyusun laporan tersebut praktikan 
dapatkan dari data-data yang praktikan dapatkan ketika PKL, komunikasi 
dengan pembimbing di tempat Praktik Kerja Lapangan, serta dari karyawan 
yang berada satu ruangan dengan praktikan. Praktikan juga melakukan studi 
kepustakaan dan pencarian data dengan melakukan browsing di internet. 
Setelah laporan tersebut diselesaikan, praktikan menyerahkan laporan kepada 
pihak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta untuk diadakan seminar 
pada waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu 






Tabel 1.2 Time Schedule (Penulisan Laporan PKL dan Pelaksanaan 
Sidang Praktik Kerja Lapangan) 
 
 
Sumber: Data diolah oleh praktikan, 2019 
 







TINJAUAN UMUM KEMENTERIAN PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA 
 
A. Sejarah Kementerian Pariwisata Republik Indonesia 
Kementerian Pariwisata Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan 
Kemenpar RI adalah kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang membidangi 
urusan kepariwisataan. Kementerian Pariwisata ini sendiri berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Presiden Kementerian Pariwisata yang dipimpin oleh 
seorang menteri pariwisata yang terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat 
oleh Arief Yahya. 
Adapun sejarah singkat dari Kementerian Pariwisata RI yaitu pertama kali 
dibentuk pada 10 Juli 1959 diawali dengan nama Departemen Pariwisata, Pos, dan 
Telekomunikasi (Depparpostel) yang menjadi cikal bakal berdirinya Kementerian 
Pariwisata yang saat ini dikenal luas oleh masyarakat. Depparpostel ini berdiri 
dibawah kepemimpinan Achmad Tahir pada periode 1983 sampai dengan 1988 lalu 
dilanjutkan dengan kepemimpinan Soesilo Soedarman pada periode 1993 hingga 
1998. dan Joop Ave (1993 – 1998), pada masa kabinet pembangunan VII Presiden 
Soeharto berganti nama menjadi Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya 





pendiriannya menjadi Kementerian Negara Pariwisata, Seni, dan Budaya 
(Kemenegparsenbu.  
Lalu pada tahun 1999 semasa Pemerintahan Presiden Gus dur/ Abdurrahman 
Wahid Kemenegparsenbud kembali berganti nama menjadi Kementerian Negara 
Pariwisata, dan Kesenian (Kemengparsen) yang aktif sampai tahun 2001. Namun, 
pada masa Presiden Megawati Kementerian Negara Pariwisata, dan Kesenian 
kembali berganti nama menjadi Kementerian Negara Kebudayaan, dan Pariwisata 
(Kemenegbudpar) yang dipimpin oleh I Gede Ardika.  
Pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pergantian nama 
kepariwisataan Indonesia terjadi 3 kali yang pertama pada Oktober 2004 dimana 
Kemenegbudpar digantikan oleh Departemen Kebudayaan, dan Pariwisata 
(Depbudpar) dibawah pimpinan Jero Wacik (Oktober 2004 – Oktober 2009) dan M. 
Nuh (1 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009) yang aktif hingga tahun 2009 kemudian 
digantikan perannya oleh Kementerian Kebudayaan, dan Pariwisata 
(Kemenbudpar). Kemenbudpar menangani hal-hal yang berkaitan dengan budaya 
dan pariwisata dan dipimpin oleh Jero Wacik sejak tahun 2009 hingga tahun 2011 
yang kemudian berganti nama menjadi Kementerian Pariwisata, dan Ekonomi 
Kreatif yang aktif dipimpin oleh Mari Elka Pangestu.  
Di masa kepemimpinan Presiden berikutnya, Joko Widodo, Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipecah dan pariwisata di Indonesia diambil alih 






B. Visi, Misi dan Logo Kementerian Pariwisata RI 
1. Visi Kementerian Pariwisata RI 
Visi yang dimiliki oleh Kemeneterian Pariwisata RI yaitu 
“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN 
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”. 
2. Misi Kementerian Pariwisata RI 
Berdasarkan visi yang dimiliki Kementerian Pariwisata RI, terdapat misi 
yang diemban untuk mewujudkan visi yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu: 
a. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan 
lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah 
dan mewujudkan masyarakat yang mandiri. 
b. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya 
saing internasional, meningkatkan kemitraan usah. dan bertanggung jawab 
terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. 
c. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul dan 
bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara 
dan kunjungan wisata mancanegara sehingga berdaya saing di pasar 
Internasional. 
d. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan 
masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional 
yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam 
rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan 
mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. 
(www.kemenpar.go.id/ diakses pada 27 April 2019) 
 
 3. Logo Kementerian Pariwisata 
                          
Gambar 2.1
                             
Gambar 2.2 Logo Wonderful Indonesia
(Sumber: www.kemenpar.go.id/
Kementerian Pariwisata 
Wonderful Indonesia. Dimana slogan yang dimiliki ini merupakan janji 
pariwisata Indonesia kepada dunia. Kata “
mengandung arti yang bermakna janji bahwa Indonesia kaya dengan 
ketakjuban baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya yang 
mampu mengusik kalbu dan memberikan pengalaman menakjubkan bagi para 
pengunjung. Karena Indonesia percaya bahwa dunia akan menjadi tempat yang 
lebih baik ketika semua orang memiliki kesempatan u
Of  Wonderful”. 
Kedua logo ini memiliki logogram yang sama. Hanya saja yang 
membedakan kedua logo ini terletak pada 
 
RI 
    
 Logo Pesona Indonesia 
 
 
 diakses pada 27 April 2019) 
RI memiliki dua logo yaitu Pesona Indonesia dan 
Wonderful” atau “Pesona” 
ntuk menikmati “







dari logo yang tergambar dengan burung yaitu burung dipersepsikan suka 
hidup berkelompok dan damai sesama di alam sentosa. Lalu, burung juga 
menjadi satwa dengan populasi terbesar di Indonesia dan menjadi lambing 
bangsa. Rentangan sayap burung yang terdapat dalam logo berarti keterbukaan, 
hasrat untuk terbang jauh melintasi batas. Lalu Tulisan “Indonesia” berwarna 
hitam yang lebih besar daripada “Wonderful” atau “Pesona” mengedepankan 
danmemperkuat Indonesia diantara persaingan pariwisata internasional.   
Selain itu, sayap burung digambarkan dengan lima warna bulu yang 
berbeda. Kelima warna tersebut masing-masing memiliki makna tersendiri, 
yaitu : 
Hijau  : Kreativitas, ramah kepada alam dan keselarasan 
Ungu  : Daya imajinasi, keimanan, kesatuan lahir dan batin 
Jingga : Inovasi, semangat pembaruan dan keterbukaan 
Biru   : Kesemestaan, kedamaian dan keteguhan 
Magenta : Keseimbangan, akal sehat dan sifat praktis 
C. Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata RI 
Setiap perusahaan pasti memiliki struktur organisasi yang berfungsi 
mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab setiap posisi pekerjaan dan alur 
hubungan antara posisi tersebut. Struktur organisasi tersebut akan menghasilkan 
efisiensi dan efektivitas dalam pekerjaan. Adapun struktur organisasi Kementerian 
Pariwisata RI dibagi menjadi empat deputi yang dibawahi langsung oleh Menteri 





a. Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan 
b. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata 
c. Deputi Pengembangan Pemasaran I dan Deputi Pengembangan Pemasaran II 
d. Inspektur 
e. Sekretaris Kementerian dan Staf Ahli yang terbagi menjadi tiga yaitu: Staf Ahli 
Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata, Staf Ahli Bidang Multikultural dan 
Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. 
Adapun struktur tersebut tergambar pada gambar 2.3 
 
Gambar 2.3 Struktur Organisasi  
Kementerian Pariwisata RI 
(www.kemenpar.go.id/ struktur organisasi, diakses pada 27 April 2019) 
 (www.kemenpar.go.id/ struktur organisasi, diakses pada 5 Juli 2019)
Dalam pelaksanaan kerjanya, tiap













a. Sekretariat Kementerian  
Sekeretariat Kementerian merupakan unsur pembantu pimpinan yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Sekretariat 
Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan tugas, 
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit 
organisasi di Kementerian. 
b. Inspektorat 
Inspektorat adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas dan fungsi 
Kementerian Pariwisata yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Menteri. Inspektorat Kementerian dipimpin oleh Inspektur. Adapun tugas 
Inspektorat yaitu menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undnagan. 
c. Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan 
Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan merupakan 
unsur pelaksana yag berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 
Deputi ini mempunyai tugas penyiapan bahan rumusan kebijakan, koordinasi 
dan pelaksanaan kebijakan di bidang program pengembangan manajemen 
strategis, industri dan regulasi pariwisata, pengembangan wisata budaya, 
pengembangan wisata alam dan buatan, pengembangan sumber daya manusia 
dan kerja sama antar lembaga. 





Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata merupakan unsur 
pelaksana yag berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 
Adapun tugas yang harus dilaksanakan yaitu penyiapan bahan peumusan 
kebijakan, koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
pengembangan destinasi pariwisata. 
e. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I 
Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I merupakan unsur pelaksana 
yag berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Deputi Bidang 
Pengembangan Pemasaran I mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan 
kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, dan kerja sama 
di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, pengembangan pemasaran I. 
f. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II 
Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I merupakan unsur pelaksana 
yag berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Adapun tugas 
deputi ini yaitu menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi dan 
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemasaran II. 
(PERMENPAR NOMOR 11 TAHUN 2017) 
D. Kegiatan Umum Kementerian Pariwisata RI 






Kementerian Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang kepariwisataan untuk membantu Presiden dalam 
menyelenggarakan pemerintahan negara. 
 
Fungsi 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 11 Tahun 2017, 
KementerianPariwisata menyelenggarakan fungsi: 
a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi 
dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, 
pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan 
kelembagaan kepariwisataan; 
b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan 
pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata 
nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan; 
c.  Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik 
wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan 
pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing 
pariwisata; 
d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 





pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan 
pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan 
kepariwisataan; 
e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan 
Kementerian Pariwisata; 
f.  pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 
Kementerian Pariwisata; dan 
g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata. 
2. Tugas dan Fungsi Pada Bagian Kepegawaian Biro Umum, Kepegawaian.  
Tugas dan Fungsi Bagian Kepegawaian diatur berdasarkan Permenpar No 
11 Tahun 2017, dimana: 
Tugas 
Pada pasal 20 dijelaskan bahwa bagian kepegawaian mempunyai tugas 
melaksanakan urusan perencanaan dan pengembangan kepegawaian, urusan 
mutasi kepegawaian, administrasi kepegawaian dan pengembangan jabatan 
fungsional di lingkungan Kementerian. 
Fungsi 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, 
Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:  





b.  Penyiapan bahan urusan mutasi kepegawaian;  
c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan penyiapan bahan urusan 
pengembangan jabatan fungsional; dan  
d.  Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan. 
Adapun tugas dan fungsi pada Sub Bagian mutasi pegawai, Bagian 
Kepegawaian Kementerian Pariwisata RI. Berdasarkan Permenpar Nomor 11 
Tahun 2017 pasal 23 ayat 2 yaitu: “Subbagian Mutasi Kepegawaian 
mempunyai tugas melakukan mutasi, kepangkatan, peninjauan masa kerja, 
kenaikan gaji berkala, perpindahan tempat dan daerah kerja pegawai serta 
















PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Kementerian Pariwisata RI di 
Gedung Sapta Pesona, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 , Kecamatan Gambir, Kota 
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110 ditempatkan di bagian kepegawaian dan selama 
melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Bagian Kepegawaian, Sub 
bagian Mutasi Pegawai. Adapun pekerjaan yang Praktikan lakukan selama 1 (satu) 
bulan adalah sebagai berikut: 
1. Bidang Administrasi 
2. Bidang Kearsipan 
3. Bidang Pelayanan 
B. Pelaksanaan Kerja 
Praktikan mendapatkan beberapa tugas dari sub bagian mutasi pegawai untuk 
mengerjakan pekerjaan berikut ini: 
1. Bidang Administrasi 
a. Praktik Memasukkan Data Mutasi Pada Jabatan Fungsional Pegawai 
Kementerian Pariwisata RI  
Kegiatan pekerjaan dalam Sub Bagian Mutasi Pegawai tidak terlepas 
pada hubungannya dengan pergantian posisi kerja/ mutasi para pegawai. 





Mutasi Pegawai. Adapun salah satu pegawai yang memberikan tugas 
pertama-tama memberikan data-data yang diperlukan. Kemudian, pegawai 
tersebut memberikan arahan mengenai tata cara penginputan pegawai yang 
mengalami mutasi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai 
berikut: 
1. Mengamati nama pegawai yang mengalami mutasi pada setiap deputi 
ataupun bagian. 
2. Setelah terdapat nama pegawai yang mengalami mutasi, maka nama 
tersebut akan diinput pada jabatan yang dituju pada halaman website 
Badan Kepegawaian Negara 
3. Penginputan menyesuaikan pada jabatan yang dituju sesuai dengan 
peta jabatan yang telah diberikan. 




Peta Jabatan Pegawai Yang Mengalami Mutasi 
 
Sumber: Diolah oleh Praktikan 
 Kegiatan Memasukkan Nama Pegawai yang Mengalami Mutasi
b. Paktik Memasukkan 
Keterlambatan 
Setiap pegawai di Kementerian Pariwisata RI pasti harus melakukan 
kegiatan absen sewktu datang dan pulang kerja. Waktu kerja dimulai pukul 
08.00 WIB dan berakhir pada pukul 16.00 WIB. Setiap absen 
diperhatikan dan terdapat laporannya setiap bulan sekali. Adapun 
potongan tunjangan kinerja pegawai dinyatakan dalam presentase, dimana 
perhitungannya telah diberi arahan oleh salah satu pegawai. Sehingga 
Praktikan dapat mengerjakannya dengan baik.
Ketika salah satu pegawai memberikan tugas tersebut dan 
memberikan data yang diperlukan. Pegawai ter
kepada praktikan mengenai





Presentase Potongan Tunjangan Kinerja
 
sebut memberikan arahan 













a. Melihat presentase keterlambatan para pegawai, dimana presentase 
keterlambatan dimulai dengan 0,25% sampai dengan 1,25%. 
b. Setelah diketahui presentase keterlambatan pegawai lalu, jumlah 
keterlambatan diinput pada kolom jumlah pengurangan bagian TL. 
c. Lalu diikuti dengan waktu pulang sebelum waktu kerja yang 
ditentukan usai, diawali dengan melihat pulang sebelum waktunya. 
Ditandai dengan presentase dimulai dengan 0,25% sampai dengan 
1,25%. 
d. Setelah diketahui presentase pulang sebelum waktunya pegawai, 
jumlah PSW diinput pada kolom jumlah pengurangan bagian PSW. 
e. Dilanjutkan dengan absen pegawai yang tidak hadir tanpa disertai 
keterangan. Pada bagian ini langsung diberikan tingkat presentase 
sebesar 3%. 
f. Jika terdapat absen tanpa keterangan, maka data tersebut akan diinput 
pada kolom jumlah pengurangan kolom TK. 
g. Setelah itu, dapat ditotal keseluruhan jumlah pengurangan ditambah 
dengan cuti alasan penting. 
h. Melalui presentase akhirlah dapat terlihat jumlah pengurangan 
tunjangan kinerja pegawai yang dipotong tersebut. 
 
 
 Tabel Potongan Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Bagian 
Kegitan Menghitung Potongan Tunjangan Pegawai
c. Praktik Memasukkan Data
Setiap Biro ataupun Departemen yang 
Pariwisata RI pasti memiliki pemenuhan beban kerja masing








 Perhitungan Beban Kerja Setiap Biro











masing bagian telah terpenuhi beban kerjanya, kurang terpenuhi beban 
kerjanya ataupun kelebihan beban kerja. Hal ini dapat mempengaruhi 
tingkat kinerja pegawai. Apabila beban kerja sesuai dengan kemampuan 
pegawai, maka kinerja pegawaipun akan bagus. Begitupula sebaliknya. 
Adapun pegawai yang memberikan tugas ini, terlebih dahulu memberi 
data-data yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan ini. 
Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut: 
1. Pertama perlu diperhatikan tabel beban kerja yang telah diberikan 
2. Setelah itu, dilihat apabila pada kolom kebutuhan terdapat jumlah 
beban kerja yang dibutuhkan dan terdapat jumlah existing telah tersisi 
ataupun belum terisi maka dapat diisi kolom kekurangan/ kelebihan 
beban kerja yang ada. 
3. Begitupula selanjutnya hingga beban kerja seluruh departemen terisi. 
 
Gambar 3.5 






2. Bidang Kearsipan 
a. Membuat Surat Yang Berkaitan dengan Magang/ Praktik Kerja 
Lapangan di Kementerian Pariwisata RI 
Bagian kepegawaian bukan saja bagian yang mengurus hal di bidang 
kepegawaian, akan tetapi bagian kepegawaian juga mengurus hal yang 
berkaitan dengan kebutuhan dan keperluan tenaga tambahan. Tenaga 
tambahan ini diambil dari mahasiswa ataupun siswa smk yang 
menyediakan dirinya untuk magang/ melakukan Praktik Kerja Lapangan 
pada Kementerian Pariwisata RI.  
Oleh karena itu, diperlukan kegiatan administrasi untuk menerima, 
membaca, mengolah dan menyortir surat. Tugas yang diberikan kepada 
praktikan yaitu membuat surat balasan atas permohonan magang/ Praktik 
Kerja Lapangan yang telah diajukan oleh mahasiswa atau siswa smk dari 
berbagai kampus dan sekolah. Selain itu, praktikan juga membuat nota 
dinas sebagai bukti penempatan mahasiswa maupun siswa yang diterima 
magang/ Praktik Kerja Lapangan di Kementerian Pariwisata RI. Nota 
dinas juga sebagai bukti sah yang akan disimpan oleh Kepala Sub bagian 
yang ditunjuk sebagai arsip. 
Selain itu, berkaitan dengan kegiatan di atas. Praktikan juga 
memastikan ketersediaan tempat untuk mahasiswa dan siswa magang/ 
Praktik Kerja Lapangan yang telah mengajukan permohonan magang. 
Apabila tempat yang dituju tidak terdapat tempat atau kuota untuk 
 mahasiswa dan siswa magang/ P
akan membuat surat pen
apabila ada mahasiswa dan siwa magang/ Praktik Kerja Lapangan telah 
selesai melakukan praktik magangnya. 
Adapun lampiran sura
 Gambar 3.7  
Surat Nota Dinas Magang/  
 
raktikan Kerja Lapangan. Maka, p
olakan untuk mahasiswa dan siswa tersebut. Lalu, 
 
Gambar 3.6 
Kegiatan Pembuatan Surat 
t-surat tesebut sebagai berikut: 
    Gambar 3.8 









Praktik Kerja Lapangan    Praktik Kerja Lapangan 
 
Sumber: Diolah oleh Praktikan 
 
Gambar 3.9 
Surat Penolakan Magang/ Praktik Kerja Lapangan 
Sumber: Diolah oleh Praktikan 
b. Pencatatan Surat Masuk  
Dalam bidang kearsipan, praktikan melakukan pekerjaan dengan 
pencatatan surat masuk ke dalam buku agenda dan lembar disposisi dan 
penemuan arsip. Adapun langkah – langkah praktikan mencatat surat 
masuk kedalam buku agenda dan menemukan arsip adalah sebagai berikut: 
1) Praktikan menerima surat masuk yang datang dan menanyakan 
kepada pengirim surat surat mengenai sumber surat dan ditujukan 
kepada siapa, kemudian surat tersebut diperiksa, jika benar praktikan 





2) Praktikan memeriksa kembali apakah sudah benar surat tersebut 
ditujukan ke Bagian Kepegawaian.  
3) Selanjutnya memberikan nomor urut pada buku agenda untuk setiap 
surat yang diagendakan. 
4) Pada kolom setelah nomor urut, praktikan menuliskan nomor surat 
yang diagendakan.  
5) Setelah itu, menuliskan tanggal surat diterima dan tanggal surat yang 
tertera pada surat tersebut.  
6) Selanjutnya, menuliskan pengirim surat dan perihal surat tersebut.  
7) Sebelum diberikan kepada siapa yang dituju, terlebih dahulu surat itu 
digandakan. Lalu mengurus surat-surat yang perlu diproses lebih 
lanjut, serta surat yang harus diarahkan dan diteruskan kepada 
pimpinan yang berhak mengolahnya atau bersangkutan.  
8) Praktikan menyerahkan surat kepada pimpinan yang bersangkutan.   
9) Praktikan menyimpan berkas arsip menggunakan metode kearsipan 
yang berlaku dikantor.   
3. Bidang Pelayanan 
a. Melakukan Kegiatan Penerima Telepon Masuk  
Pekerjaan menerima atau mengangkat telepon merupakan pekerjaan 
yang paling sering dilakukan. Menerima atau mengangkat telepon juga 
merupakan salah satu kegiatan yang sesuai dengan apa yang praktikan 





Praktikan dapat dengan mudah menerapkan bagaimana cara menerima 
telepon yang baik dan benar. Sebagai mahasiswa Pendidikan Administrasi 
Perkantoran, salah satu tugas rutin adalah menangani telepon. Oleh karena 
itu, penanganannya harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Melalui 
telepon, praktikan dapat menerima dan menyampaikan informasi dengan 
cepat. Oleh karena itu, berkomunikasi melalui telepon dilakukan dengan 
cara yang sopan dan memperhatikan tata cara yang benar.   
Adapun cara menelpon yang baik dan benar sebagai berikut :   
1) Praktikan mengangkat gagang telepon dengan tangan kiri dan tangan 
kanan menekan tombol angka pada telepon dan menyiapkan alat tulis 
untu menulis pesan.    
2) Praktikan mengucapkan salam dan menyebutkan nama dan asal 
penelpon yakni “Selamat Pagi dengan Miftah Salsabila Sub Bagian 
Mutasi Pegawai” 
3) Praktikan menjawab pertanyaan orang yang mengangkat telepon 
dengan ramah.  
4) Praktikan menyampaikan pesan dengan jelas, tepat dan ramah.    
5) Praktikan mengucapkan terima kasih dan salam penutup sebelum 
telepon ditutup secara perlahan.   
Tidak hanya menelpon, praktikan juga sering menerima telepon yang 
masuk untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dari Kementerian 





Langkah-langkah penanganan telepon masuk sebagai berikut :  
1) Praktikan mengangkat gagang telepon dengan tangan kiri dan tangan 
kanan memegang alat tulis.   
2) Praktikan menyapa penelepon dengan ramah dengan memperkenalkan 
“Selamat Pagi, dengan Miftah Salsabila Sub Bagian Mutasi Pegawai, 
ada yang dapat saya bantu?”.   
3) Praktikan menawarkan diri jika siap membantu keperluan penelepon.   
4) Praktikan menanyakan nomor telepon penelepon  tersebut jika 
penelepon ingin berbicara dengan pegawai yang sedang tidak ada di 
tempat atau sedang keluar sehingga dapat dihubungi kembali   
5) Jika penelepon salah menelepon, praktikan memberikan petunjuk 
yang sebaik baiknya sehingga penelepon dapat menghubungi pihak 
yang tepat.   
6) Setelah pembicaraan selesai, praktikan menunggu hingga penelepon 
menutup terlebih dahulu teleponnya, setelah itu baru praktikanlah 











Kegiatan Menerima/ Melakukan Panggilan Telepon 
 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Bagian Kepegawaian, 
praktikan  telah berusaha untuk mengerjakan setiap pekerjaan semaksimal mungkin 
dan tepat waktu. Namun, banyak hal yang praktikan dapatkan di tempat praktikan 
bekerja sehingga membutuhkan waktu ekstra dalam menyelesaikan pekerjaan. 
Beberapa kendala yang menyebabkan pekerjaan tersebut menjadi terhambat. 
Kendala-kendala tersebut diantaranya sebagai berikut: 
1. Kurangnya Data Penunjang dalam Memasukkan Data Mutasi Pegawai 
Saat memasukkan nama pegawai yang mengalami mutasi seringkali 
menemukan kesulitan. Dikarenakan tidak terdapat data pegawai sebelumnya 
yang berada pada posisi jabatan tertentu. Sedangkan pada halaman website 





memasukkan nama pegawai apabila nama pegawai tersebut masih terdapat 
pada jabatan lamanya. 
Hal ini dikarenakan pegawai yang memberikan tugas tersebut tidak 
memiliki dan belum mengolah data nama pegawai yang menduduki jabatan-
jabatan sebelumnya. Seperti yang telah dikatakan di atas bahwa setiap jabatan 
hanya dapat diisi dengan satu nama pegawai saja. Jadi tidak boleh ada nama 
pegawai yang sama diisi dalam posisi jabatan yang berbeda. Begitu pula 
sebaliknya, data nama pegawai yang mendudukin jabatan sebelumnya harus 
dihapus terlebih dahulu. Agar dipastikan setiap tingkatan jabatan yang kosong 
dapat n diisi dengan nama pegawai yang baru. 
Karena halaman website telah tersistem seperti itu. Maka praktikan harus 
meneliti satu persatu tingkatan jabatan baru yang akan diisi. Apabila masih ada 
nama pegawai lama yang menduduki jabatan tersebut, maka praktikan harus 
menghapus nama pegawai tersebut. Kegiatan itu praktikan lakukan terus 
menerus dan memerlukan konsentrasi yang tinggi. Sebab, nama-nama pegawai 
tersebut langsung tertuju pada data-data di Badan Kepegawaian Negara 
Republik Indonesia. Sehingga tidak boleh ada kesalahan dalam penginputan 
data. 
Melakukan penelitian data dan mengamatinya satu persatu per-tingkatan 
jabatan dalam suatu biro dan departemen sangatlah menguras waktu. Sehingga 
seringkali praktikan harus menambah waktu kerja untuk menyelesaikan tugas 





sangat menghambat dan mengulur waktu yang praktikan miliki. Tentunya 
menjadi kendala saat melakukan pekerjaan tersebut. 
2. Kesalahan Pembuatan Konsep/ Format Surat 
Berkaitan dengan tugas Bagian Kepegawaian yang telah dijelaskan 
sebelumnya. Bahwa Bagian Kepegawaian turut serta dalam mengurus kegiatan 
magang ataupun Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan oleh siswa SMK atau 
mahasiswa. Kegiatan yang dilakukan praktikan yaitu mengurus administrasi 
yang berkaitan dengan kegiatan magang/ Praktik Kerja Lapangan. Adapun 
kegiatannya adalah membuat surat balasan magang/ Praktik Kerja Lapangan, 
nota dinas untuk penempatan Praktik Kerja Lapangan, surat penolakan 
magang/ Praktik Kerja Lapangan dan surat tanda selesai melaksanakan 
magang/ Praktik Kerja Lapangan di Kementerian Pariwisata RI. 
Adapun dalam pengerjaannya prakitkan mengalami kendala. Hal ini 
berkaitan dengan pembuatan surat kegiatan magang/ Praktik Kerja Lapangan, 
seringkali surat yang dibuat harus direvisi ulang. Dikarenakan format atau 
konsep surat yang telah dibuat sebelumnya kurang memerhatikan kaidah-
kaidah penulisan surat. Hal ini dikarenakan konsep surat yang sebelumnya 
telah dibuat dan dijadikan acuan pembuatan surat belum sempat dikoreksi oleh 
Kepala Bagian. Sehingga surat-surat yang telah dibuat menggunakan konsep 
yang lama pun harus mengalami revisi. Adapun kesalahan-kesalahannya 
seperti penggunaan kalimat yang tidak efektif, kesalahan penulisan (typo) dan 





revisi tersebut maka terjadilah pemborosan kertas yang dipakai untuk mencetak 
surat. Oleh karena itu, kesalahan konsep surat menjadi kendala bagi pengerjaan 
tugas yang dilakukan oleh praktikan. 
3. Arsip yang Tidak Tertata dengan Baik 
Setiap instansi pasti memiliki dokumen-dokumen yang harus disimpan 
sebagai arsip. Hal ini berguna untuk penggunaan dokumen yang masih 
diperlukan. Arsip tersebut disimpan pada ruangan ataupun  tempat menyimpan 
arsip. Dimana setiap arsip dapat disusun berdasarkan kronologi, tempat, abjad 
dan lain sebagainya. 
Namun, pada Bagian Kepegawaian kondisi arsipnya sangat 
memprihatinkan. Hal ini berkaitan dengan keberadaan arsip dan tata kelolanya. 
Kearsipan pada Bagian Kepegawaian dikatakan kurang teratur. Arsip yang 
disimpan tidak sesuai dengan prosedur penyimpanan arsip. Hal ini dikarenakan 
minimnya pengetahuan pegawai dalam menyusun arsip-arsip bagian tersebut.  
Sebagaimana kegunaannya, arsip berguna sebagai dokumen penunjang 
dalam kegiatan perkantoran. Dimana arsip yang disimpan pasti akan digunakan 
atau ditemukan kembali untuk keperluan pekerjaan. Namun, karena tata kelola 
arsip yang kurang baik menyebabkan sulitnya menemukan kembali file atau 
dokumen yang dibutuhkan. Hal tersebut menjadi kendala bagi praktikan dalam 







D. Cara Mengatasi Kendala 
Berbagai kendala yang dihadapi Praktikan saat melakukan Praktik Kerja 
Lapangan dapat diatasi dengan cara sebagai berikut: 
1. Kurangnya Data Yang Diperlukan dalam Memasukkann Data Pegawai 
Yang Mengalami Mutasi 
Pengertian Data dalam Edhy Sutanta, (2004) mendefenisikan “Data 
adalah sebagai bahan keterangn tentang kejadiannyat atau fakta-fatkat yang 
dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang tidak acak yang 
menunjukan jumlah, tindakan, atau hal”. Data dapat perupa catatan-catatan 
dalam kertas, buku, atautersimpan sebagai file dalam basis data. 
Keberadaan data itulah yang nantinya akan membantu setiap pekerjaan 
menjadi lebih mudah dan efisien. Sebaiknya data dibuat dan diolah agar dapat 
menjadi salah satu penunjang terlaksananya pekerjaan. 
Sebagaimana dikemukakan oleh Jogiyanto Hartono (2006) pengolahan 
(processing) adalah proses data yang diolah melalui suatu model menjadi 
informasi, penerima kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu 
keputusan dan melakukan tindakan, yang berarti menghasilkan suatu tindakan 
yang lain yang akan membuat sejumlah data kembali. Data tersebut akan 
ditangkap sebagai input, diproses kembali lewat suatu model dan seterusnya 
membentuk suatu siklus. Siklus ini disebut juga dengan siklus pengolahan data 





Data yang telah diolah akan dapat diproses kembali, sehingga dapat 
memunculkan suatu keputusan yang dpaat digunakan untuk kegiatan pekerjaan. 
Kurangnya data yang diberikan memberikan kesulitan bagi praktikan untuk 
menginput nama pegawai pada posisi/ jabatan barunya.  
Seharusnya disertakan juga data posisi jabatan pegawai yang sebelumnya, 
agar nama pegawai tersebut dapat dicari pada jabatan tertentu dan namanya 
dapat dengan segera praktikan hapus. Selanjutnya, nama pegawai yang akan 
menempati jabatan baru dapat segera diinput. Jadi, hal yang dilakukan 
praktikan untuk mengatasi masalah tersebut adalah praktikan mencatat terlebih 
dahulu jabatan yang sekira akan diisi dengan pegawai baru. Apabila masih 
terdapat nama pegawai lama, maka nama tersebut akan dicatat lalu dihapus. 
Setelah itu diisi kembali dengan nama pegawai baru. Dikarenakan nama 
pegawai tidak dapat diisikan dengan jabatan/ posisi yang berlebih atau lebih 
dari satu jabatan. 
Walau demikian, hal yang dilakukan oleh praktikan pun sangat memakan 
waktu dalam pengerjaannya. Sehingga memerlukan banyak waktu untuk 
mengecek satu persatu jabatan yang masih terisi dengan nama pegawai yang 
lama. Terkadang praktikan harus menaruh fokus lebih tinggi agar data yang 
dihapus dan juga diinput tidak terjadi kesalahan. 
2. Kesalahan dalam Merancang Format/ Konsep Surat 
Menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafis 





orang lain dapat membaca lambanglambang grafis tersebut kalau mereka 
memahami bahasa atau gambaran grafis itu Mujianto dkk (2013). 
Kegiatan menulis ini sendiri dapat dituangkan dalam kegiatan menulis 
surat, dimana kegiatan menulis ini ditujukan untuk menginformasikan suatu 
pesan kepada orang ataupun pihak yang dituju. Surat merupakan salah satu 
sarana bentuk komunikasi bahasa tertulis, yang terdiri atas unsur mengirim 
surat dan penerima. Surat mempunyai peranan yang sangat penting 
dalamkehidupan sehari-hari, baik untuk kepentingan dinas, kepentingan niaga 
maupun kepentingan pribadi di dalam instansi pemerintah ataupun instansi 
swasta.  
Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Nurjamal dkk 
(2015) surat adalah sarana komunikasi tertulis antara satu pihak dengan pihak 
lain yang saling berkepentingan. Rumusan lain tentang suratdapat 
dikemukakan bahwa surat adalah sehelai kertas bertulis tahunan, permohonan, 
undangan, dan lain-lain yang disampaikan seseorang kepada orang/ pihak lain, 
baik atasa nama pribadimaupun karena kedudukannya dalam suatu organisasi, 
instansi, atau perusahaan. Selain itu, Finoza (dalam Anam dan Rosadi, 2016) 
surat adalah informasi tertulis yang dapat dipergunakan sebagai alat 
komunikasi tulis yang dibuat dengan persyaratan tertentu. 
Berdasarkan definisi surat dari para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa surat merupakan merupakan suatu sarana komunikasi secara tertulis 





sebagai media komunikasi, maka surat harus menggunakan bahasa yang jelas, 
baku dan tidak bertele-tele. Terlebih lagi pada surat resmi, penggunaan bahasa 
harus sangat diperhatikan. Agar maksud dan tujuan dari surat tersebut dapat 
tercapai dengan baik. 
Penggunaan bahasa yang baik dalam penulisan surat sejalan dengan 
pendapat dari Djuharie, Suherli, dan Komarudin (dalam Dalman 2015) bahasa 
surat merupakan kunci utama dalam menulis surat. Seseorang yang keliru dan 
kurang teliti dalam menggunakan bahasa di dalam suratnya, maka surat 
tersebut tidak akan dapat dipahami oleh si pembacanya. Bahkan surat tersebut 
bisa jadi tidak akan dibaca oleh si penerima surat. Oleh karena itu, bahasa yang 
digunakan dalam menulis surat resmi haruslah ditulis dengan menggunakan 
bahasa yang baku, yaitu bahasa yang mengikuti kaidah bahasa yang dibakukan. 
Adapun kendala yang dialami Praktikan adalah foormat surat yang telah 
dibuat sebelunya tidak memenuhi kaidah pembuatan surat. Dimana ada tulisan 
yang salah pengejaan ataupun kesalahan-kesalah penulisan lainnya.  
Praktikan menganggap hal ini menjadi kendala dikarenakan surat yang 
dikeluarkan oleh instansi pemerintahan merupakan surat resmi yang 
menyangkut nama instansi pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, penulisan 
surat harus memperhatikan kaidah dan tata cara penulisannya. Selain itu, 
penggunaan bahasapun harus sangat diperhatikan dengan baik. 
Hal ini berkaitan dengan pendapat dari Suryana, dkk (2015) bahwa surat 





resmi, baik yang ditulis dari perseorangan, instansi, lembaga, maupun 
organisasi. Surat menyurat sudah tidak dapat dipisahkan lagi dari kelembagaan. 
Oleh karena itu, tata aturan yang benar diperlukan agar pesan yang ingin 
disampaikan melalui surat dapat sesuai dengan yang dipahami oleh penerima 
surat. 
Praktikan berpendapat bahwa seharusnya format surat yang akan dibuat 
harus dikoreksi terlebih dahulu oleh perancang surat yaitu Kepala Bagian 
Kepegawaian. Agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pembuatan surat. 
Karena dengan melakukan revisi terhitung dengan pemborosan kertas. 
Sehingga hal yang dapat dilakukan praktikan untuk mengatasi masalah 
tersebut adalah dengan membenarkan format surat tersebut. Lalu setelah itu 
meminta Kepala Bagian untuk mengoreksi apakah sudah sesuai dengan kaidah 
pembuatan surat yang berlaku atau belum. Setelah format surat tersebut 
dikoreksi, maka format surat yang benar baru bisa digunakan untuk pembuatan 
surat-surat selanjutnya. 
3. Arsip Yang Tidak Teratur 
Undang-Undang.Nomor 43.Tahun 2009 menjelaskan bahwa pengertian 
arsip adalah “rekaman peristiwa atau kegiatan.yang diterima oleh lembaga 
negara, pemerintah daerah, perusahaan, organisasi politik, lembaga pendidikan, 
dan perseorangan untuk pelaksanaan kehidupan bermasyarakat yang berupa 
berbagai bentuk dan media sosial dengan perkembangan komunikasi dan 





Minimnya pengetahuan pegawai mengenai tata cara penyimpanan arsip 
menyebabkan arsip yang ada di Bagian Kepegawaian menjadi tidak teratur. 
Karena ketidakteraturan itulah sehingga menyebabkan sulitnya dalam 
menemukan kembali arsip yang diperlukan untuk kegiatan kerja di Bagian 
Kepegawaian. Hal tersebut selalu dilakukan berulang ketika ingin 
menggunakan arsip dan ingin menyimpannya kembali. Sehingga menyebabkan 
keberadaan arsip semakin menjadi tidak teratur. 
Praktikan mengatasi masalah tersebut dengan membuka setiap box file 
arsip, lalu menyusunnya berdasarkan kronologi/ waktu surat dokumen tersebut. 
Selain itu, praktikan juga membuat guide arsip sebagai. Guide  ini sendiri 
dibuat untuk mempermudah untuk menyimpan ataupun menemukan kembali 
arsip yang dibutuhkan. 
Menurut Sedarmayanti (2009) menyatakan bahwa tujuan dari kearsipan 
adalah agar arsip dapat disimpan dan ditemukan kembali dengan cepat dan 
tepat serta menunjang terlaksananya penyusutan arsip yang berdaya guna dan 
berhasil guna. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan dari 
kearsipan adalah dapat disimpan dan mudah ditemukan kembali apabila jika 
dibutuhkan untuk keperluan tertentu. 
Menurut Rahmadeni dan Syahyuman (2012) penataan berkas (filing) 
adalah mengatur, menyusun sehingga membentuk berkas sesuai dengan tipe 





mempersiapkan kelengkapan sarana dan penataan berkas pada tempat 
penyimpanan”  
Menurut Wursanto (2007) mengatakan bahwa penemuan kembali arsip 
adalah kegiatan memastikan dimana warkat atau arsip yang akan dipergunakan 
disimpan dalam kelompok berkas apa disusun menurut sistem apa dan 
bagaimana cara mengambilnya.” Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat 
disimpulkan penemuan kembali arsip adalah pekerjaan untuk memastikan 
keberadaan arsip yang akan digunakan kembali.  
Kemudian Wursanto (2007) juga mengutarakan bahwa ada 7 
pertimbangan dalam menentukan sistem kearsipan, salah satunya adalah 
mengenai asas penyelenggaraan kearsipan yang akan digunakan dalam suatu 
perusahaan. Dari pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan  
bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penemuan 
kembali arsip, salah satu yang terjadi di Bagian Kepegawaian Kementerian 
Pariwisata RI adalah mengenai sistem pengorganisasian yang digunakan dalam 
penemuan kembali arsip. 
Berdasarkan penjelasan dan pendapat para ahli di atas, bahwa 
pengarsipan bertujuan untuk menemukan kembali arsip yang dibutuhkan secara 
cepat. Selain itu, untuk memerhatikan tata cara penggunaan dan penyimpanan 
arsip sebaiknya dilakukan pengorganisasian yang baik. Hal ini dapat dilakukan 
dengan memberikan edukasi para pegawai mengenai tata cara penyimpanan 





Adapun hal yang dilakukan praktikan saat menemukan kendala tersebut 
adalah dengan menyusun kembali secara teratur arsip-arsip yang disimpan. Hal 
ini dilakukan praktikan dengan membuat guide arsip berdasarkan kronologi 









Setelah selesai melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Sub bagian Mutasi 
Pegawai, Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata RI, Praktikan mendapatkan 
banyak ilmu dan pengalaman yang berharga. Terutama mengenai gambaran dunia 
kerja yang akan dihadapi ketika Praktikan setelah menyelesaikan studinya. Adapun 
kesimpulan yang dapat diambil dari Laporan Praktik Kerja Lapangan ini sebagai 
berikut: 
1. Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Sub Bagian Mutasi 
Pegawai Kementerian Pariwisata RI pada tanggal 1 Agustus 2018 sampai 
dengan  31 Agustus 2018. Praktikan melakukan kegiatan pekerjaan yang sesuai 
dengan bidang yang ditekuni praktikan yaitu bidang administrasi perkantoran. 
2. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan praktikan diisi dengan 
kegiatan rutin yang dilakukan selama satu bulan penuh. Adapun tugas yang 
dikerjakan praktikan yaitu: memasukkan data mutasi pegawai jabatan 
fungsional Kementerian Pariwisata RI, membuat surat yang berkaitan dengan 
kegiatan magang/ Praktik  Kerja Lapangan di Kementerian Pariwisata RI, 





mencatat surat masuk, menghitung beban kerja pegawai setiap biro dan 
melakukan panggilan lewat telepon ataupun mengangkat telepon masuk. 
3. Pelaksanaan tugas yang diberikan pegawai Kementerian Pariwisata seringkali 
dihambat oleh kendala. Adapun kendala yang ditemui yaitu kurangnya data 
penunjang untuk memasukkan data nama pegawai pada jabatan tertentu, 
kesalahan pembuatan konsep/ format surat yang telah dibuat sebelumnya dan 
arsip yang tidak tertata. 
4. Adapun inisiatif yang dilakukan praktikan dalam mengatasi kekurangan data 
penunjang dengan melakukan identifikasi satu persatu tingkatan jabatan yang 
masih diisi oleh nama pegawai lama, lalu dihapus dan diisi dengan nama 
pegawai baru. Lalu dalam mengatasi kesalahan konsep surat, praktikan 
mengoreksi kesalahannya dan melakukan pembaruan pada konsep surat. 
Selanjutnya kendala terakhir diatasi dengan menyusun arsip dengan teratur 
sesuai kaidah penyimpanan arsip. 
B. Saran 
Setelah Praktikan merasakan langsung menjadi bagian dari Sub Bagian Mutasi 
Pegawai, Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata RI, maka Praktikan ingin 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Untuk Praktikan 
Diharapkan melalui Praktik Kerja Lapangan, praktikan dapat mengetahui 





fokusnya terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dihadapi. Sehingga pekerjaan 
dapat dikerjakan sesuai waktu yang ditentukan. 
2. Untuk Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
Fakultas sebaiknya memberikan informasi yang lebih akan program 
Praktik Kerja Lapangan. Selain itu fakultas sebaiknya melakukan pelatihan 
agar mahasiswa dapat memahami program Praktik Kerja Lapangan. 
3. Untuk Kementerian Pariwisata RI 
Diharapkan Kementerian Pariwisata menyediakan data penunjang yang 
lengkap agar pekerjaan dapat berlangsung secara efektif dan tepat waktu. 
Selain itu, diharapkan penataan arsip dapat dilakukan lebih teratur lagi, agar 
memudahkan proses penemuan kembalinya. Selanjutnya, perlunya 
memberikan edukasi pegawai seputar tata cara penyimpanan arsip yang baik. 
Hal ini dimaksudkan agar arsip dapat tertata dengan baik. Lalu yang terakhir 
diharapkan Kementerian Pariwisata menerapkan sistem paperless guna 
menjaga kelestarian bumi. Mengingat seringnya kertas terbuang akibat 
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Jadwal Kegiatan PKL 
Hari, Tanggal Kegiatan 
Rabu, 1 Agustus 2018 • Perkenalan dan pengarahan uraian tugas kerja oleh 
pembimbing 
• Perkenalan dengan pegawai Bagian Kepegawaian 
• Memasukkan data mutasi pegawai baru 
• Mencatat surat masuk 
Kamis, 2 Agustus 
2018 
• Memasukkan data mutasi pegawai baru 
• Mencatat surat masuk 
• Mengurus administrasi magang/ PKL di Kementerian 
Pariwisata 
Jumat, 3 Agustus 2018 • Senam pagi bersama 
• Memasukkan data mutasi pegawai baru 
• Mencatat surat masuk 
• Mengurus administrasi magang/ PKL di Kementerian 
Pariwisata 
Senin, 6 Agustus 2018 • Memasukkan data mutasi pegawai baru 
• Mencatat surat masuk 
• Mengurus administrasi magang/ PKL di Kementerian 
Pariwisata 
Selasa, 7 Agustus 
2018 
• Memasukkan data mutasi pegawai baru 
• Mencatat surat masuk 
• Mengurus administrasi magang/ PKL di Kementerian 
Pariwisata 
Rabu, 8 Agustus 2018 • Memasukkan data mutasi pegawai baru 
• Mencatat surat masuk 
• Mengurus administrasi magang/ PKL di Kementerian 
Pariwisata 
Kamis, 9 Agustus 
2018 
• Memasukkan data mutasi pegawai baru 
• Mencatat surat masuk 
• Mengurus administrasi magang/ PKL di Kementerian 
Pariwisata 
Jumat, 10 Agustus 
2018 
• Memasukkan data mutasi pegawai baru 
• Mencatat surat masuk 






Senin, 13 Agustus 
2018 
• Memasukkan data mutasi pegawai baru 
• Mencatat surat masuk 
• Mengurus administrasi magang/ PKL di Kementerian 
Pariwisata 
Selasa, 14 Agustus 
2018 
• Memasukkan data mutasi pegawai baru 
• Mencatat surat masuk 
• Mengurus administrasi magang/ PKL di Kementerian 
Pariwisata 
Rabu, 15 Agustus 
2018 
• Memasukkan data mutasi pegawai baru 
• Mencatat surat masuk 
• Mengurus administrasi magang/ PKL di Kementerian 
Pariwisata 
Kamis, 16 Agustus 
2018 
• Menghitung beban kerja pegawai 
• Mencatat surat masuk 
• Mengurus administrasi magang/ PKL di Kementerian 
Pariwisata 
Jumat, 17 Agustus 
2018 
• Senam pagi 
• Menghitung beban kerja pegawai 
• Mencatat surat masuk 
• Mengurus administrasi magang/ PKL di Kementerian 
Pariwisata 
Senin, 20 Agustus 
2018 
• Menghitung beban kerja pegawai 
• Mencatat surat masuk 
• Mengurus administrasi magang/ PKL di Kementerian 
Pariwisata 
Selasa, 21 Agustus 
2018 
• Menghitung beban kerja pegawai 
• Mencatat surat masuk 
• Mengurus administrasi magang/ PKL di Kementerian 
Pariwisata 
Rabu, 22 Agustus 
2018 
• Menghitung presentase potongan tunjangan karena 
keterlambatan 
• Mencatat surat masuk 
• Mengurus administrasi magang/ PKL di Kementerian 
Pariwisata 
Kamis, 23 Agustus 
2018 
• Menghitung presentase potongan tunjangan karena 
keterlambatan 
• Mencatat surat masuk 
• Mengurus administrasi magang/ PKL di Kementerian 
Pariwisata 





2018 • Menghitung presentase potongan tunjangan karena 
keterlambatan 
• Mencatat surat masuk 
• Mengurus administrasi magang/ PKL di Kementerian 
Pariwisata 
Senin, 27 Agustus 
2018 
• Menyusun arsip bagian kepegawaian 
• Mencatat surat masuk 
• Mengurus administrasi magang/ PKL di Kementerian 
Pariwisata 
Selasa, 28 Agustus 
2018 
• Menyusun arsip bagian kepegawaian 
• Mencatat surat masuk 
• Mengurus administrasi magang/ PKL di Kementerian 
Pariwisata 
Rabu, 29 Agustus 
2018 
• Menyusun arsip bagian kepegawaian 
• Mencatat surat masuk 
• Mengurus administrasi magang/ PKL di Kementerian 
Pariwisata 
Kamis, 30 Agustus 
2018 
• Menyusun arsip bagian kepegawaian 
• Mencatat surat masuk 
• Mengurus administrasi magang/ PKL di Kementerian 
Pariwisata 
• Meminta ttd untuk daftar hadir kepada kepala bagian 
• Meminta penilaian PKL kepada kepala bagian 
Jumat, 31 Agustus 
2018 
• Menyusun arsip bagian kepegawaian 
• Mencatat surat masuk 
• Mengurus administrasi magang/ PKL di Kementerian 
Pariwisata 
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